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MOTTO 

 

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang 

ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 

(Umar bin khattab) 
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RINGKASAN 

 

RECITA NAURA. DESEMBER. 2025. MEKANISME PENYELESAIAN 

PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL 

INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (STUDI KASUS DI 

KOREM/101 ANTASARI). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 Halaman. Dosen 

Pembimbing Surjasni, S.H., M.H. Perceraian merupakan putusnya ikatan 

perkawinan antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan 

pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini 

mencerminkan prinsip bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan privat, 

melainkan memiliki dimensi hukum dan sosial yang dilindungi oleh negara. Oleh 

karena itu, setiap tindakan perceraian harus ditempuh melalui mekanisme hukum 

yang sah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan 

kewajiban para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai 

perceraian secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara 

Indonesia tanpa terkecuali. Namun demikian, bagi anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), pengaturan mengenai perceraian tidak hanya tunduk pada 

ketentuan umum tersebut, tetapi juga pada aturan khusus yang bersifat internal 

kedinasan.  

Bagi anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, terdapat regulasi internal yang 

mengatur secara lebih spesifik mengenai tata cara dan persyaratan perceraian, 

antara lain Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Keputusan 

Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 496/VII/2015. Regulasi tersebut mewajibkan 

setiap prajurit TNI untuk memperoleh izin dari atasan terlebih dahulu sebelum 

mengajukan permohonan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan. Ketentuan 

ini dimaksudkan untuk menjaga disiplin, kehormatan, serta stabilitas institusi TNI 

sebagai organisasi yang memiliki karakteristik dan tanggung jawab khusus dalam 

menjaga pertahanan negara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota TNI Angkatan Darat 

seyogianya harus melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Keputusan 

KASAD Nomor 496/VII/2015. Mekanisme tersebut meliputi pengajuan 

permohonan izin perceraian kepada atasan secara berjenjang, pemeriksaan terhadap 

alasan perceraian, serta upaya pembinaan dan mediasi internal sebelum izin 

diberikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kasus perceraian 

anggota TNI Angkatan Darat yang langsung diajukan ke Pengadilan Agama tanpa 

melalui prosedur perizinan internal terlebih dahulu. Dan alasan dari prajurit tersebut 

ialah karena surat permohonan cerainya belum dibijaksanai atasan dalam waktu 

yang lama dan ada juga oknum istri dari prajurit yang masih belum familiar dengan 

halnya permohonan izin cerai untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan. 
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Meskipun permohonan tersebut tetap diproses dan diperiksa oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan hukum acara yang berlaku, tindakan tersebut tetap merupakan 

pelanggaran terhadap aturan kedinasan TNI dan dapat berimplikasi pada sanksi 

administratif atau disipliner bagi prajurit yang bersangkutan. 

Penelitian ini juga menemukan adanya mekanisme tambahan yang diterapkan di 

lingkungan Korem 101/Antasari Banjarmasin dalam menangani kasus perceraian 

prajurit yang proses perizinannya mengalami keterlambatan dalam jangka waktu 

yang cukup lama. Mekanisme tambahan tersebut berupa perintah kepada prajurit 

dan pasangannya untuk kembali tinggal dalam satu rumah, apabila sebelumnya 

telah pisah rumah, dengan catatan belum terjadi pengucapan talak bagi prajurit yang 

beragama Islam. Langkah ini merupakan bentuk upaya preventif dan pembinaan 

internal yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga prajurit sekaligus 

mencegah terjadinya perceraian yang tergesa-gesa. 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam 

pemberian izin perceraian tidak terletak pada aspek administratif, melainkan pada 

penerapan prinsip kehati-hatian oleh atasan TNI. Atasan dalam memberikan izin 

perceraian mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain dampak sosial terhadap 

keluarga prajurit, kondisi psikologis prajurit dan anak-anak, serta pengaruh 

perceraian terhadap kedisiplinan dan kinerja prajurit dalam menjalankan tugas 

kedinasannya. Pertimbangan tersebut mencerminkan tanggung jawab atasan tidak 

hanya sebagai pejabat struktural, tetapi juga sebagai pembina personel. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan asas lex specialis derogat legi 

generali, di mana ketentuan khusus yang mengatur perceraian bagi anggota TNI 

mengesampingkan ketentuan umum yang berlaku bagi masyarakat sipil. Penerapan 

asas ini bertujuan untuk menjaga disiplin, stabilitas, dan kehormatan institusi TNI, 

tanpa menghilangkan hak prajurit untuk mengajukan perceraian melalui 

mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, pengaturan perceraian bagi 

anggota TNI Angkatan Darat merupakan bentuk pengaturan khusus yang 

didasarkan pada kebutuhan institusional, sekaligus tetap berada dalam kerangka 

sistem hukum nasional. 

RECITA NAURA. DESEMBER. 2025. MEKANISME PENYELESAIAN 

PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL 

INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (STUDI KOREM/101 

ANTASARI BANJARMASIN) . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , 88 Halaman. Dosen 

Pembimbing Surjasni, S.H., M.H. 
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ABSTRAK 

Perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tidak hanya 

tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi 

juga oleh ketentuan khusus seperti Peraturan Menteri Pertahanan No 31 Tahun 

2017, Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Staf 

Angkatan Darat No 296/vii/2015 yang mewajibkan adanya izin atasan. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat penelitian ini 

adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa alasan perceraian anggota TNI AD yang tidak 

melengkapi izin cerai dari atasan bukan hanya karena pembangkangan prajurit 

kepada aturan internal TNI. Melainkan ada faktor benturan yurisdiksi antara hak 

sipil istri dan kewajiban militer suami yang merasa tidak perlu mengurus izin 

cerai ke atasan TNI terlebih dahulu. Oleh karna itu masih ada ditemukan kasus 

perceraian tanpa izin pada lingkungan Korem/101 Antasari Banjarmasin. 

Hambatan utama terletak pada lamanya izin cerai dari atasan untuk didapatkan, 

namun hal ini bukanlah termasuk hambatan administratif melainkan instansi 

menekankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rumah tangga 

setiap prajurit. 

 

Kata kunci : Mekanisme, Perceraian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat, Tanpa izin. 
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